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Pendahuluan

• Pengembangan desa diperlukan untuk memajukan ekonomi desa. Dalam
membantu pengembangan desa maka pemerintah membuat peraturan UU Nomor
6 Tahun 2014 yang menyebutkan pemerintah desa dianjurkan untuk memiliki
Badan Usaha Milik Desa (selanjutnya disingkat BUMDes) [1]. Dimana BUMDes
tersebut dapat menjadi salah satu alat yang dapat menggali potensi dan
memajukan suatu desa. Pendirian BUMDes pada saat ini harus dilakukan, karena
dapat meningkatkan produktivitas desa dan pada akhirnya dapat meningkatkan
perokonomian masyarakat.

• Pendirian BUMDes terdapat beberapa tahapan : Pertama, pemerintah desa dan
masyarakat bersepakat mendirikan BUMDes. Selanjutnya yang kedua, diadakan
pengelolaan BUMDes dan penetapan persyaratan pemegang jabata. Ketiga, mulai
dilakukannya monitoring serta evaluasi, Kemudian, yang terakhir dilaksanakan
pelaporan pertanggungjawaban oleh pengelola.
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Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

1. Bagaimana implementasi program BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) di Desa

Sidomojo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo ?

2. Aa saja faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi program

BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) di Desa Sidomojo Kecamatan Krian

Kabupaten Sidoarjo ?
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Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan
pendekatan deskritif menurut (Nurwegah, 2015). Penelitian
kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami
fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian
misalnya perilaku. Persepsi, motifasi, tindakan, dll. Secara holistic, 
dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata kata dan bahasa 
pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan 
memanfaatkan berbagai metode alamiah. 
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Hasil
Saat ini, Pemerintah Desa Sidomojo membuat program BUMDes yang mulai didirikan pada tahun 2016.
Dalam pelaksanaan program, komunikasi menjadi hal penting. Menurut Rudolf F Verderber, komunikasi
memiliki fungsi yakni fungsi sosial dan fungsi pengambilan keputusan. Fungsi sosial bertujuan untuk
kesenangan, menunjukan ikatan, membangun dan memelihara hubungan dengan orang lain.
Sedangkan fungsi pengambilan keputusan ialah memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan
terhadap sesuatu pada saat tertentu

Komunikasi yang dilakukan oleh pihak desa yaitu berupa musyawarah dan juga sosialisisasi BUMDes.
Selain itu, Pemerintah Desa Sidomojo membantu untuk mensosialisasikan segala kegiatan BUMDes
Makmur Jaya dengan cara tidak formal, maksudnya yaitu melalui iklan, banner dan pamflet untuk
menyebarluaskan informasi jenis usaha yang dilakukan BUMDes tersebut melalui media sosial. Untuk
menyampaikan teknis pengelolaan BUMDes dengan jenis usaha pengelolaan sampah, pihak pengurus
BUMDes dan perangkat Desa Sidomojo melakukan musyawarah desa bersama dengan RT dan RW
yang bertempat tinggal di desa tersebut. Dalam tingkat pemahaman masyarakat mengenai informasi
BUMDes,
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Pembahasan
• Implementasi program BUMDes di Desa Sidomojo secara umum sudah berjalan dengan baik. Hal

ini dapat dilihat berdasarkan dari berjalannya program-program utama BUMDes secara baik. Akan
tetapi ada beberapa hal yang harus lebih diperhatikan dan diperbaiki. Berdasarkan Peraturan Desa
No. 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Pelaksanaan BUMDes yaitu, meningkatkan
perekonomian Desa Sidomojo melalui kegiatan usaha BUMDes dan meningkatkan pengolahan
potensi desa. Bahkan sumber daya yang dimiliki BUMDes berasal dari bantuan pemerintah dan
pengguna usaha unit ruko dan TPST. Karena banyaknya volume sampah membuat unit TPST
menghasilkan keuntungan yang terbilang cukup banyak. Upah yang diberikan kepada anggota unit
TPST berkisar Rp. 1.800.000,- hingga Rp. 2.500.000,- (tidak sesuai dengan UMR). Hal itu
tergantung dengan keuntungan yang didapat setiap bulannya. Dari upah tersebut, 10% digunakan
untuk asuransi anggota TPST [12].

• Sedangkan sumber daya manusia yang ada di BUMDes Sidomojo ini terbilang kurang, hal tersebut
karena belum adanya ketua tetap untuk BUMDes. Dalam Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 ketua
BUMDes diangkat oleh kepala desa, setelah diangkat ketua BUMDes akan memilih pengurus
pembantunya. Serta masih ada 1 (satu) unit yang belum memiliki anggota dan hanya ada kepala
unit saja. Hingga saat ini pengurus BUMDes merupakan staff desa yang menjabat sebagai
perangkat desa juga. Sehingga dengan adsanya hal tersebut, membuat pekerjaan perangkat desa
menjadi 2 (dua) kali lipat dari semestinya. Pada kenyataannya di lapangan para unit pelaksana
merasa kekurangan orang untuk membantu pekerjaan mereka
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Temuan Penting Penelitian
Dalam menganalisis pelaksanaan BUMDes dengan teori Edward III yang meliputi komunikasi,
sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Sumber daya dan komunikasi selalu menjadi hal
utama dalam pelaksanaan suatu program. Seperti pada penelitian terdahulu Happy Liow,
Florence D.J. Lengkong dan Novie Palar (2018) yang berjudul Implementasi Kebijakan
Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Tondegesan Kecamatan Kawangkoan, bahwa
permasalahan, seperti kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam
mengelola badan usaha, serta kurangnya dana dan fasilitas yang digunakan untuk mendukung
program BUMDes dapat mempengaruhi pelaksanaan BUMDes.
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Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk

pegembangan ilmu Adminitrasi Publik khususnya dalam konsen

Implementasi Badan Usaha Milik Desa untuk mengembangkan potensi

desa.
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